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ABSTRAK 
Andi Miranti Tunjung Sari (E211 11 304) dengan skripsi yang berjudul 
“Kinerja Program Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang 
Rakyat Makassar” xv + 85 Halaman + 10 tabel+ 8 gambar+ 29 pustaka (1987 
- 2015)+ 4 Lampiran. Dibimbing oleh Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D selaku 
Dosen Pembimbing I dan Dr.H.Muhammad Yunus.MA selaku Dosen 
Pembimbing II. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja program 
kesehatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat 
Makassar. Berdasarkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kinerja 
program pelayanan kesehatan, pada akhirnya penelitian ini akan menilai apa- 
apa saja tujuan program kesehatan gratis yang telah tercapai dan belum 
tercapai.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan 
didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer 
yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari 
pengolahan data dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus 
penelitian adalah masalah program kesehatan gratis yang dihubungkan dengan 
indikator kinerja program menurut Ripley. Teknik analisis data dimulai dari 
pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan 
menarik kesimpulan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja program kesehatan 
gratis yang dilaksanakan di RSUD Sayang Rakyat dinilai sudah baik. Penilaian 
berdasarkan tujuh dimensi kinerja dan hanya dimensi akses yang belum optimal, 
sedangkan enam dimensi lainnya yaitu cakupan, frekuensi, bias, ketetapan 
layanan, akuntabilitas, dan kesesuain dinilai sudah baik. Kemudian dihubungkan 
dengan lima tujuan program kesehatan gratis dan ternyata hanya satu tujuan 
program yang belum tercapai yaitu belum meningkatnya pemerataan pelayanan 
kesehatan sedangkan tujuan yang lain sudah tercapai. 
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ABSTRACT 
Andi Miranti Tunjung Sari (E211 11 304) wih a thesis entitled “Performance 
Health Program Guide at the Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat 
Makassar”  xv + 85 pages + 9 tables+ 10 images+ 29 books Library (1987 - 
2015)+ 4 attachments. Supervised by Prof.Deddy Tikson, Ph.D as 
Supervisor I and Dr.H.Muhammad Yunus.MA, Supervisor II. 
The purpose of this study was to describe the performance of health 
programs for free at Regional General Hospital (Hospital) Dear People of 
Makassar. Problems examined is nothing any free health program objectives 
have been achieved and not achieved.  
The approach used in this research is descriptive qualitative and 
supported by secondary data. The type of data used is primary data obtained 
from interviews and secondary data obtained from the data processing of data 
and observations. Data analysis techniques starting from collecting information 
through interviews and at the final stage with interesting conclusions. 
The results showed that the performance of free health program 
implemented in hospitals dear People considered to be good. Assessment is 
based on seven dimensions of performance and only the dimensions of access 
that is not optimal, while the other six dimensions, namely the scope, frequency, 
bias, provision of services, accountability, and suitability is considered to be 
good. Then linked to five free health program goals and objectives of the program 
apparently only one that has not yet been achieved, namely the increased equity 
of health services while another destination has been reached. 
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I.1 Latar Belakang 
Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka 
Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 
2010, masih cukup tinggi dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, yaitu 
AKB sebesar 25 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 220 per 100.000 
kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,6 Tahun.1 Derajat kesehatan 
masyarakat yang masih rendah diakibatkan sulitnya akses terhadap pelayanan 
kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti tidak adanya kemampuan ekonomi dikarenakan biaya kesehatan yang 
mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor 
seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan 
kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, 
serta kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan. Derajat 
kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas kerja 
yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah. 
Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari mutu 
kehidupan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia 
seutuhnya. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup 
layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 
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 Di unduh pada http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/11/09/angka-kematian-ibu-di-




H dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan 
bahwa setiap orang berhak medapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap 
individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap 
kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhinya hak 
hidup sehat bagi penduduknya. 
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah 
Indonesia dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan juga merupakan 
salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 
pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan 
nasional. 
Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah 
meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang  agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya 
dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia 
yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam 
lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan 
yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang 
setinggi -tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Depkes RI, 2009).  
Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang 
perlu dilakukan,salah satu diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan 
sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara 
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dan meningkatnya kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun 
masyarakat.2  
Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan 
yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak mengherankan apabila 
bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan 
kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud 
tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Mengingat 
bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik 
apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. 
Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 
2004 tantang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengatur bagaimana 
Pemerintah berkewajiban untuk memberi jaminan sosial kepada seluruh 
penduduk di Indonesia baik berupa jaminan biaya pelayanan kesehatan, 
tunjangan hari tua dan sebagainya. Dalam peraturan terebut ditegaskan bahwa 
terdapat 5 (lima) Program Jaminan Sosial diantaranya; Jaminan Kesehatan, 
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan 
Kematian. 
Selanjutnya, sebagai implementasi dari UU SJSN maka ditetapkan UU No. 
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang 
mulai dilaksanakan tepat 1 Januari 2014 lalu. Hal ini senada dengan Konstitusi 
Negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 28 (ayat 3) 
dan Pasal 34 (ayat 2) yang mengamanatkan bahwa “Jaminan Sosial adalah hak 
setiap warga negara” dan “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi 
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu”. 
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 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang 
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat,Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,Hal. 3 
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Menurut Rachmat Latief selaku kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel 
dalam websitenya provinsi sulawesi selatan3, saat ini pemerintah sedang 
memantapkan penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat sebagai bagian 
dari pengembangan jaminan kesehatan secara menyeluruh (Universal 
Coverage), dan hal tersebut telah diterjemahkan oleh Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan kedalam Program Pelayanan Kesehatan Gratis. Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan berupaya dengan jalan memberikan keringanan 
kepada penduduk di Sulawesi Selatan dalam hal biaya mengatasi masalah 
kesehatannya dengan melakukan pembebaskan pelayanan kesehatan 
dasar  sampai rawat inap kelas III di semua unit pelayanan kesehatan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui kebijakan ini maka diharapkan 
tidak ada lagi masyarakat di Sulawesi Selatan yang tidak dapat mengatasi 
masalah kesehatannya karena alasan ekonomi atau tidak punya biaya. 
Lanjut menurut Rachmat, pelayanan kesehatan gratis yang dicanangkan 
sejak 1 Juli 2008 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Kabupaten/Kota merupakan momentum yang sangat baik dan tepat dalam 
rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat Sulawesi Selatan guna 
mengakses pelayanan kesehatan, disamping itu dapat memberi solusi terhadap 
masalah-masalah kesehatan yang selama ini menjadi beban pemerintah dan 
masyarakat serta akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi 
terwujudnya percepatan pencapaian indikator pembangunan kesehatan yang 
lebih baik. 
Pemerintah berharap dengan program Kesehatan Gratis terjadi 
peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sehingga 
                                                     
3
 www. jamsosindonesia.com.,2013 diakses pada tanggal 17 Maret 2015 
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masyarakat dapat lebih dini menemu-kenali penyakit yang dideritanya. 
Selanjutnya, terjadi peningkatan pencapaian indikator pelayanan kesehatan, 
seperti: Cakupan pelayanan K1 dan K4, Persalinan oleh tenaga kesehatan, 
Pelayanan Neonatus, Menurunnya Angka Kematian Ibu, Menurunnya Angka 
Kematian Bayi, serta Meningkatnya Umur Harapan Hidup. 
Dan sebagai wujud Program Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangunan Rumah Sakit Sayang 
Rakyat. Dimana masyarakat tidak perlu lagi memikirkan pembiayaan saat 
membutuhkan pelayanan kesehatan karena seluruh pembiayaannya ditanggung 
oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan tagline pembangunan kesehatan yang 
telah dicanangkan yaitu “Sehat itu Gratis”.4 Bagian dari kesehatan gratis 
dijelaskan bahwa pasien dirawat dikelas III RS Pemerintah dengan 
menggunakan obat generik. Jadi Semua pelayanan yang diberikan RSUD 
Sayang Rakyat , baik rawat inap, rawat jalan dan biaya obat-obatan semuanya 
gratis dengan tetap diberikan pelayanan ya ng standar.  
Rumah Sakit type C untuk pasien kelas III dengan program 1000 tempat 
tidur ini, merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
mendukung pemenuhan hak dasar rakyat berupa pelayanan kesehatan 
sekaligus program kesehatan gratis khususnya untuk masyarakat menengah ke 
bawah. Bangunan Rumah Sakit Sayang Rakyat ini awalnya adalah gedung 
Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa yang telah lama tidak difungsikan lagi. Oleh 
                                                     
4
  RSU Sayang Rakyat Rumah Sakit Umum. diakses dari  www.FindTheBest.com, 2015 , pada 




Pemprov Sulsel bangunan tersebut direhabilatasi menjadi rumah sakit yang akan 
melayani rujukan dari daerah-daerah di Sulsel.5 
Dalam situs Sulsel Information Center 6 Menteri Kesehatan Endang 
Rahayu Sedyaningsih menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Sayang Rakyat Makassar dijadikan sebagai rumah sakit percontohan di tingkat 
nasional. Suatu kebanggaan tersendiri bagi pemprov Sulsel atas pernyataan 
tersebut. 
Namun seiring berjalannya proses pelaksanaan program tersebut, RSUD  
Sayang Rakyat yang digagas oleh gubernur Syahrul Yasin Limpo ternyata 
menimbulkan keluhan dari masyarakat. Kekecewaan itu muncul karena 
kehadiran rumah sakit tersebut justru sulit dijangkau oleh masyarakat yang 
membutuhkan layanan pengobatan. Karena letaknya yang jauh dari jantung kota 
dan belum tersedianya trayek angkutan kota, bahkan tidak memiliki jalan resmi 
sehingga perlu melalui jalan kompleks milik pengembang perumahan sekitarnya. 
Adapun pelayanan gratis yang ternyata tidak seluruhnya bebas biaya 
karena masih terdapat pembayaran pada rawat inap dirumah sakit tersebut. Dan 
menurut penulis terdapat aturan persayaratan pelayanan yang lemah yaitu hanya 
membawa KTP dan Kartu Keluarga sehingga memungkinkan masyarakat yang 
tidak eligible dapat memanfaatkan pelayanan gratis tersebut.  
Beberapa permasalahan diatas menurut penulis diindikasi dapat 
mempengaruhi kinerja atau hasil kerja program yang pada akhirnya tidak mampu 
mewujudkan tujuan program yaitu meningkatkan akses, pemerataan dan mutu 
pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk sulsel sesuai Pergub No.13 
                                                     
5
   www. RSUD Sayang Rakyat, 2015. diakses pada tanggal 19 Maret 2015 
6
 Sulsel Information Center , RS Sayang Rakyat Jadi Percontohan Nasional, diakses dari 
http://sylcommunity.blogspot.com/2011/01/rs-sayang-rakyat-jadi-percontohan.html  pada tanggal 27 
Februari 2015 pukul 10.21 
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tahun 2008 pasal 2. Dan masalah pemerataan serta kualitas pelayanan dapat 
dikaitkan dengan dimensi kinerja menurut Ripley (1986) yaitu dimensi cakupan 
dan dimensi akses. 
Berangkat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 
mengangkat judul penelitian ”Kinerja Program Kesehatan Gratis di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Makassar” 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana kinerja program kesehatan gratis di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Makassar ? 
I.3 Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah 
yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu untuk mendeskripsikan kinerja 
program kesehatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat 
Makassar.  
I.4 Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan kita dalam pembahasan-pembahasan mengenai kinerja dari 
suatu program publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 
informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan referensi 
yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam 
bidang penelitian yang sama. 
b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan positif bagi pihak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam 
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pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kinerja program 
kesehatan gratis dan masukan bagi pihak Rumah Sakit Sayang Rakyat 
Makassar untuk meningkatkan peran dan kualitas pelayanan kepada 


































II.1 Konsep Program 
Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan 
sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha- usaha yang akan  
dijalankan. Jones dalam Arif Rohman  (2009: 101 -102) menyebutkan program  
merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan  
upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.  
Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan 
lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program 
yang diuraikan. “A programme is collection of interrelated project designed to 
harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy 
abjectives” (suatu program adalah kumpulan proyek –proyek yang berhubungan 
telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan -kegiatan yang harmonis dan 
secara integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara 
keseluruhan. 
Program merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan 
akan mendatangkan hasil, pengaruh atau manfaat.7 S. Eko Putro Widiyoko 
mengartikan program sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan 
seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang 
berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan orang 
banyak.8 Sedangkan, Sukardi menyatakan bahwa program merupakan salah 
                                                     
7
 Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi: Untuk Program Pendidikan 
dan Penelitian , (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal. 9 
8
 Op. Cit, S. Eko Putro Widiyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Prakti bagi Pendidik 
dan Calon Pendidik, hal. 8 
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satu hasil kebijakan yang penetapannya melalui proses panjang dan disepakati 
oleh para pengelolanya untuk dilaksanakan.9 
Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa sebuah kegiatan 
dapat dikategorikan sebuah program apabila mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut:  
a. Kegiatannya direncanakan atau dirancang dengan seksama melalui 
pemikiran yang cerdas; 
b. Kegiatannya berlangsung secara berkesinambungan (ada keterkaitan 
antar kegiatannya);  
c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi formal dan non 
formal;  
d. Kegiatan tersebut merupakan dalam implementasinya melibatkan orang 
banyak.  
Menurut Charles O. Jones (Siti  Erna Latifi Suryana, 2009: 28), pengertian 
program adalah cara yang disahkan untuk  mencapai tujuan, beberapa 
karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk  mengindentifikasi 
suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: 
1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan 
atau  sebagai pelaku program. 
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang 
biasanya juga  diidentifikasikan melalui anggaran. 
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3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat 
diakui oleh publik. 
Lanjut menurutnya terdapat tiga pilar aktivitas dalam  mengoperasikan  
program yaitu : 
1. Pengorganisasian 
Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program  
sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia  
yang kompeten dan berkualitas. 
2. Interpretasi 
Para pelaksana harus mampu  menjalankan program sesuai dengan  
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan  
dapat tercapai.  
3. Penerapan atau Aplikasi 
Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja  
dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan  
dengan program lainnya. 
Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokromidjojo (1987;181) harus 
memiliki ciri- ciri sebagai berikut : 
1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 
3. Suatu kerangka kebijkasanaan yang konsisten atau proyek yang saling 
berkaitan untuk mencapai tujuan program seefktif mungkin. 
4. Pengukuran ongkos ongkos yang diperkirakan dan keuntungan 
keuntungan yang diharapakan akan dihasilkan program tersebut. 
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5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program 
pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.  
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 
pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan 
demikian dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara 
matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui 
partisipasi dari masyarakat. 
Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum suatu program 
diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian 
pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah 
anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang 
direncanakan dapat mencapai target yang sesuai dengan keinginan. 
II.2 Konsep Kinerja Program  
II.2.1 Pengertian Kinerja Program 
Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2002) menyatakan bahwa 
kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi 
yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Sedangkan 
menurut Kane and Johnson dalam Bambang Riyanto (2006: 273) kinerja sebagai 
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijakan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, 
outcome hasil kerja organisasi dalam mewujdkan tujuan strategis yang 
ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusinya terhadap 
perkembangan ekonomi masyarakat. Dan menurut Gibson dalam Achmad 
(2009), kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah 
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dietapkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan baik 
dan sukses jika tujuan yang dijanjikan dapat tercapai dengan baik. 
Oxford English Dictionary mendefinisikan kinerja sebagai: „The 
accomplishment, execution, caryying out, working out of anything ordered or 
undertaken‟. Dari definisi tersebut kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan 
(kesuksesan) suatu tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, atau 
organisasi. Kinerja dengan demekian dapat merujuk pada keluaran (output), hasil 
(outcome) atau pencapaian (accompllishment). Jika dikaitkan dengan kebijakan, 
kinerja suatu kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat 
pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu 
kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan (policy output), maupun hasil 
kebijakan (policy outcome). 
Untuk dapat menentukan tinggi- rendahnya kinerja suatu kebijakan maka 
penilaian terhadap kinerja (performance measurement) merupakan sesuatu yang 
penting. Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode yang dipakai oleh 
peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu: 
i. Apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan/ program, 
ii. Apa tahapan- tahapan yang harus dilakukan utnuk mencapai tujuan 
tersebut, dan 
iii. Apakah setelah tahapan- tahapan tersebut dilakukan, implementasi yang 
dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan/program atau tidak. 
Untuk dapat menjawab tiga pertanyaan tersebut tentu dibutuhkan suatu 
kerangka kerja logis yang dapat membantu peneliti untuk menilai kinerja suatu 
kebijakan/ program dapat dilihat pada gambar II.1 berikut ini.10 
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Gambar II.1  







Sumber: Cole and Parston (2006) 
Dari gambar diatas terlihat tercapainya tujuan suatu kebjakan/ program 
akan melalui tahapan- tahapan yang cukup panjang. Tahapan tersebut dimulai 
dari adanya: (i) input kebijakan (sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan 
produk dan layanan dari suatu program); (ii) proses atau kegiatan (kegiatan 
untuk mengahsilkan produk dan layanan publik), dan output kebijakan (keluaran 
kebijakan berupa produk dan layanan publik yang dapat dinikmati oleh kelompok 
sasaran); (iii) hasil awal; (iv) hasil jangka menengah; dan (v) hasil jangka 
panjang. 
II.2.2 Indikator Pengukuran Kinerja 
Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk dapat menilai 
baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan disebut sebagai 
indikator.  
Indikator secara harfiah diartikan sebagai alat untuk membantu panca 
indera kita mengetahui berbagai macam fenomena alam, seperti: termometer 
untuk mengukur panas, kompas untuk mengetahui arah mata angin, dan 
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speedometer untuk mengetahui kecepatan. Selain untuk membantu manusia 
mengetahui berbagai peristiwa alam, indikator dalam perkembangannya 
kemudian juga bermanfaat dalam memahami fenomena sosial, ekonomi, dan 
politik. Produk domestik bruto, pendapatan perkapita, inflasi, dan lain- lain 
merupakan indikator kondisi ekonomi yang sering dipakai. 
Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrumen 
penting untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan. Dengan adanya indikator 
peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, 
program, atau proyek. Dalam Sukardi (2014) fungsi indikator untuk mengetahui 
kinerja suatu program dapat dilihat dari definisi berikut: 
“Performance indicator are measure of project impact, outcomes, outputs, 
and inputs that are monitored during project implementation to assess 
proggress toward project objective. They are also used later to evaluate a 
project‟s succes”( Indikator kinerja adalah ukuran dampak proyek, hasil, 
output, dan input yang dipantau selama pelaksanaan proyek untuk 
menilai perkembangan terhadap tujuan proyek. Mereka juga digunakan 
kemudian untuk mengevaluasi keberhasilan suatu proyek).(World Bank, 
1996). 
 
Sebagai sebuah alat ukur, indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) 
maupun kuantitatif (angka- angka). Angka- angka atau deskripsi tersebut sangat 
berguna dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 
program yang telah ditetapkan. Indikator yang baik akan membantu peneliti 
mengenali kondisi yang akan muncul ketika suatu program dapat diwujudkan. 
Tentang hal ini ITAD dan OECD/DAC dalam Purwanto dan Sulistyastuti 
(2012:103) menjelaskan sebagai berikut: 
“Indicator provide the quantitative and qualitative detail to a set of 
objectives. They are statements about the situation that will exist when an 
objectivite is reached, therefore, they are measures usesd to demonstrate 
changes in certain, conditions or results of an activity, a project or a 
program (Indikator memberikan detail kuantitatif dan kualitatif untuk 
seperangkat tujuan. Mereka merupakan pernyataan tentang situasi yang 
akan timbul apabila objektivitas tercapai, oleh karena itu, tindakan 
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tersebut digunakan untuk menunjukkan perubahan tertentu, kondisi atau 
hasil dari suatu kegiatan, proyek atau program)” (ITAD,1996) 
 
“ Indicator: quantitative or qualitative factor or variabel that provides a 
simple and reliable means to measure achievement, to reflect the 
changes connected to an intervention, or help asses the performance of a 
development actor (Indikator: faktor kuantitatif atau kualitatif atau variabel 
yang menyediakan cara sederhana dan dapat diandalkan untuk 
mengukur keberhasilan, untuk mencerminkan perubahan yang terhubung 
ke suatu intervensi, atau membantu menilai kinerja aktor pembangunan)” 
(OECD/ DAC/ Danida, 2006) 
 
Tidak hanya itu, indikator juga akan membantu kita mengenali kemajuan 
atau pencapaian tujuan suatu program. Indikator tersebut akan menjadi 
semacam penanda (milstone) yaitu menjadi penunjuk arah bahwa setahap demi 
setahap hasil program yang dilakukan mengarah atau mampu menunjukkan 
tanda- tanda pada terwujudnya pencapaian tujuan program. Bukan hanya itu, 
indikator yang baik juga akan menjadi alat peringatan dini (early warning) apabila 
ada sesuatu yang salah dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan 
demekian maka implementer akan memiliki cukup waktu untuk mengantisipasi 
dengan melakukan tindakan- tindakan perbaikan sebelum masalah yang 
sesungguhnya muncul. Pentingnya indikator sebagai alat peringatan dini 
dikemukakan oleh ITAD dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:103) dengan 
uraian seperti dalam paragraf berikut: 
“ In addition, they provide evidence of the progress of program or project 
activites in the attaiment of development objectives. Indicators should be 
pre-estabished,i.e. during the project design phase. When a direct 
measure is not feasible, indirect or proxy indicators may be used (Selain 
itu, mereka memberikan bukti kemajuan program atau proyek kegiatan 
dalam pencapaian tujuan pembangunan. Indikator harus sebelumnya 
ditetapkan, selama tahap desain proyek. Ketika ukuran langsung tidak 





Hal senada juga diungkapkan oleh Anderson dan Sano dalam Purwanto 
dan Sulistyastuti (2012:104)  sebagai berikut: 
“Indicator are data used by analysts or institutions and organization to 
describe situattions that exist or to measure changes or trends over a 
period of time. They are communicative descriptions of conditions or of 
performance that provide insight into matters of larger signifinance beyond 
that which is actually measured.( Indikator adalah data yang digunakan 
oleh analis atau lembaga dan organisasi untuk menggambarkan situasi 
yang ada atau untuk mengukur perubahan atau tren selama periode 
waktu. Mereka berupa gambaran kondisi komunikatif atau kinerja yang 
memberikan wawasan tentang hal-hal yang lebih besar signifikan 
melebihi apa yang sebenarnya diukur)” 
Agar dapat memiliki peran seperti yang disebutkan di depan maka 
berbagai literatur menyebutkan syarat- sayrat indikator yang baik (good 
indicators) yang memenuhi kriteria sebagai indikator yang valid dan reliable. 
Dalam bahsa yang sederhana validitas suatu indikator sering dikatakan sebagai 
indikator yang memiliki kesesuaian dengan realitas atau fenomena yang hendak 
diukur. Sementara reliabilitas berkaitan dengan keterandalan alat ukur yaitu 
kualitas yang menunjukkan bahwa alat ukur akan memberikan fakta/ data yang 
sama ketika dipakai untuk mengukur suatu fenomena yang sama meskipun 
dalam waktu yang berbeda. Ciri- ciri indikator yang baik tersebut menurut 
Purwanto dan Sulistyastuti (2012) dalam bukunya Implementasi Kebijakan 
Publik, antara lain: 
1. Memiliki relansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi. 
Hal ini sangat jelas, indikator yang baik mencerminkan realitas kebijakan 
dan program. Sebagai gambaran, kebijakan atau program kesehatan 
tentu saja keberhasilannya tidak relevan apabila diukur dengan indikator 
bidang pendidikan. Indikator yang relevan untuk mengukur keberhasilan 
kebijakan atau program bidang kesehatan misalnya: angka kematian 
bayi, angka kematian ibu melahirkan, angka kesakitan, dan lain- lain. 
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Indikator seperti: angka melek huruf, angka putus sekolah, angka 
partisipasi murni dan seterusnya tidak akan relevan. 
2. Memadai, dalam arti jumlah indikator yang kita gunakan memiliki 
kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan 
suatu program. Tidak ada rumus yang jelas tentang berapa jumlah 
indikator yang harus dimiliki ketika akan mengukur realitas kebijakan 
publik yang dieavaluasi. Rambu- rambu yang dapat dipegang adalah 
semakin kompleks tujuan kebijakan/ program yang ingin dicapai maka 
akan semakin banyak indikator yang dibutuhkan. Meskipun demikian, 
indikator yang ideal adalah indikator yang sederhana. Dalam arti 
jumlahnya sedikit, akan tetapi mampu menggambarkan realitas 
kebijakan/program yang dievaluasi. Tentang hal ini para peneliti dapat 
merujuk indikator pembangunan manusia sebagai acuan. Indikator 
pembangunan manusia hanya terdiri dari tiga indikator, yaitu: angka 
melek huruf, pendapatan per kapita, dan angka harapan hidup. Namun 
dari tiga indikator tersebut kualitas masnusia disuatu neagra dapat 
dipotret secara lengkap. 
3. Data yang diperlukan mudah untuk diperoleh di lapangan sehingga tidak 
akan menyulitkan evaluator. Selain itu, data yang mudah diperoleh tadi 
juga akan menghemat tenaga, biaya, dan waktu yang dibutuhkan 
evaluator. Sebagaimana telah disebutkan di poin kedua diatas, indikator 
yang baik ternyata tidak selalu jumlahnya banyak dan sulit dicari. 
Semakin mudah dan gampang mencarinya maka indikator tersebut justru 
memenuhi sarat sebagai indikator yang baik. 
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4. Indikator yang kita susun idealnya juga memenuhi standar nasional, 
bahkan lebih bagus apabila dapat memenuhi standar internasioanl. 
Indikator yang memenuhi berbagai standar tersebut akan memberi 
keuntungan, antara lain: (i) hasil evaluasi yang dilakukan oleh peneliti 
tentang suatu kebijakan/ program akan mendapat pengakuan pada level 
nasional maupun internasional; dan (ii) hasil evaluasi tersebut juga dapat 
dibandingkan dengan kebijakan atau program yang sama ditempat lain. 
II.2.3 Indikator Policy Output 
Indikator Output digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung 
yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, 
aktivitas, pendistribusian, hibah, subsidi, dan lain- lain yang dilakasnakan dalam 
implementasi  suatu kebijakan. Untuk mengetahui kualitas policy output yang 
diterima oleh kelompok- kelompok sasaran, maka evaluator dapat merumuskan 
berbagai indikator. Langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
a. Mengidentifikasi policy ouput dari suatu kebijakan atau program yang 
akan dievaluasi. 
b. Mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah 
kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas, dan lain- lain. 
c. Mengidentifikasi frekuensi kegiatan penyampaian output yang dilakukan 
oleh implementor. 
d. Mengidentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer 
kepada kelompok sasaran. 
Secara umum, apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi 
tersebut merupakan kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang dimaksudkan 
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untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang 
beruntung melalui instrumen material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah, 
dan lain- lain. (cf.Ripley,1986) Maka berbagai indikator yang dapat digunakan 
untuk menilai kualitas policy output adalah sebagai berikut: 
1. Akses 
Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau 
pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu 
akses juga mengandung pengertian bahwa orang- orang bertanggung jawab 
untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh 
masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut 
apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. 
Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi 
semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual atau kelompok yang 
melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan 
demekian, akses juga dapat berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan 
menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat 
pada individu atau kelompok. 
Pertanyaan- pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengetahui 
aksesibilitas, antara lain: 
a. Seberapa mudah bagi kelompok sasaran untuk dapat bicara dengan 
pimpinan provider senior untuk mengetahui penjelasan program atau jika 
mendapat masalah? 
b. Seberapa mudah bagi kelompok sasaran melakukan transaksi melalui 
media lain, misalnya telepon, short massage servive (SMS), atau email? 
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c. Apakah lokasi lembaga tersebut jelas dan mudah dijangkau? 
d. Apakah kelompok sasaran yang terdiri dari berbagai etnis mempunyai 
akses yang sama terhadap program atau tidak 
e. Pertanyaan yang sama juga dikembangkan untuk menjawab pertanyaan 
tentang aksesibilitas dari sisi: strata sosial, ekonomi, pendidkan, dan 
sebagainya. 
2. Cakupan (coverage) 
 Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran  
yang sudah dapat dijangkau ( mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan 
sebaginya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang 
digunakan untuk mengukur cakupan adalah: 
a. Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasran (keluarga miskin, 
petani, anak sekolah, dan sebagianya). Idealnya evaluator memiliki data 
seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (eligible) untuk menjadi 
kelompok sasaran tersebut. 
b. Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah 
dapat layanan terhadap total kelompok target. Misalnya proporsi keluarga 
miskin yang mendapatkan bantuan langsung tunai dibanding keseluruhan 
keluarga miskin yang berhak mendaptkan bantuan tersebut. 
3. Frekuensi 
Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering 
kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu 
kebijakn atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin 
baik implementasi suatu kebijakan atau program tersebut. Indikator frekuensi 
sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi atau 
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program yang jenis layanan tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali 
seperti: program raskin, bantuan langsung tunai, dan program pemberian 
makanan tambahan untuk anak sekolah. Program- program tersebut, seperti 
disebutkan dalam rancangannya tidak hanya diberikan sekali namun diberikan 
berkali- kali secara berkala, yaitu: mingguan atau bulanan. Dengan rancangan 
program yang demekian maka menjadi jelas keberhasilan berbagai program 
yang disebutkan tadi keberhasilannya sangat tergantung pada frekuensi layanan 
yang diberikan oleh implementer terhadap kelompok sasaran. 
4. Bias 
Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah 
pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada 
kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat 
yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program. 
Sebagai contoh, pertanyaan yang perlu diajukan dalam program Raskin 
adalah apakah ada penerima raskin dari keluarga yang dikategori keluarga 
miskin atau tidak. Jika ada keluarga yang tidak miskin menerima raskin, maka hal 
ini menunjukkan dalam implementasi program raskin terjadi bias. 
5. Ketetapan Layanan (Service Delivery) 
Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan 
dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator 
sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensivitas 
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terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program akan 
membawa implikasi kegagalan mencapai program tersebut.  
Contoh pentingnya menggunakan indikator serivce delivery ini adalah 
dalam implementasi program operasi pasar untuk pembelian gabah petani saat 
panen raya. Tujuan program ini adalah untuk melindungi petani agar tidak 
dirugikan oleh ulah para tengkulak yang membeli gabah petani dengan harga 
murah pada saat panen raya. Jika dilihat waktunya, maka implementasi program 
ini sangat sensitiv terhadap waktu. Karena masa panen raya sangat pendek 
maka apabila pemerintah terlambat melakukan operasi pasar hal ini jelas 
berakibat pada kegagalan program tersebut untuk melindungi petani. 
Program- program sejenis ini memiliki sensivitas terhadap waktu adalah 
program pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah. Program tersebut 
hanya akan efektif apabila dilakukan tepat dilakukan menjelang musim hujan. 
Sebab apabila terlambat maka wabah penyakit demam berdarah sudah terlanjur 
menyebar sehingga program ini menjadi gagal mencegah wabah demam 
berdarah. 
6. Akuntabilitas 
 Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer 
dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan 
kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. 
Pertanyaan- pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah 
kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak- hak 
kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau 
merupakan bentuk penyimpangan. Sebagai contoh, dalam program raskin 
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dinyatakan bahwa melalui  program tersebut pemerintah akan memberikan hak 
kepada keluarga miskin untuk membeli beras dengan harga murah sebesar 20kg 
setiap bulan. Jika dalam praktiknya keluarga miskin hanya boleh membeli 
sebanyak 10kg, apakah ini merupakan bentuk penyimpanagan atau tidak? 
Jawaban pertanyaan ini menyangkut persoalan akuntabilitas. 
7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan 
 Indiaktor ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran 
kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai 
dengan kebutuhan mereka atau tidak. Sebagai ilustrasi, beberapa saat yang lalu 
Kementrian sosial membuat program untuk membantu pelaku UKM disektor 
konveksi dengan memberikan mesin jahit high speed. Sayangnya setelah mesin 
jahit tersebut didistribusikan akhirnya mesin- mesin itu tidak digunakan dan 
hanya menjadi barang hiasan di runag tamu para pelaku UKM tersebut. Kondisi 
yang demekian terjadi karena mereka sebenrnya hanya membutuhkan mesin 
jahit kecil. Selain karena produksi para pelaku UKM tersebut masih sedikit, juga 
karena kapasitas listrik yang ada dirumah mereka tidak cukup untuk 
mengoperasikan mesin jahit high speed yang membutuhkan daya listrik. 
II.3 Konsep Kesehatan Gratis 
II.3.1 Pengertian Kesehatan Gratis 
Istilah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk 
menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Bahkan benda mati 
pun seperti kendaraan bermotor atau mesin, jika dapat berfungsi secara normal, 
maka seringkali oleh pemiliknya dikatakan bahwa kendaraannya dalam kondisi 
sehat. Kebanyakan orang mengatakan sehat jika badannya merasa segar dan 
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nyaman. Bahkan seorang dokterpun akan menyatakan pasiennya sehat 
manakala menurut hasil pemeriksaan yang dilakukannya mendapatkan seluruh 
tubuh pasien berfungsi secara normal. Berikut pengertian beberapa ahli 
mengenai kesehatan. 
Menurut World Health Organization dalam Feri Effendi (2009) , Kesehatan 
adalah :  
a state of complete physical, mental, and social well being and not merely 
the absence of illness or indemnity. (sesuatu keadaan yang sejahtera 
menyeluruh baik fisik, mental, dan sosial dan tidak hanya bebas dari 
penyakit atau kelemahan). 
 
Kesehatan Menurut Depkes RI sebagai berikut: 
Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan universal 
karena ada faktor -faktor lain di luar kenyataan klinis yang mempengaruhinya 
terutama faktor sosial budaya. Kedua pengertian saling mempengaruhi dan 
pengertian yang satu hanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang lain.  
Banyak ahli filsafat, biologi, antropologi, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain 
bidang ilmu pengetahuan telah mencoba memberikan pengertian tentang konsep 
sehat dan sakit ditinjau dari masing-masing disiplin ilmu. Masalah sehat dan sakit 
merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan 
manusia beradap -tasi dengan lingkungan baik secara biologis, psikologis 
maupun sosio budaya. 
UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa :  
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini 
maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur–




Pengertian kesehatan gratis atau pelayanan kesehatan gratis menurut 
Pergub Nomor 13 Tahun 2008 pasal 1, yaitu semua pelayanan kesehatan dasar 
di Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan rujukan di kelas tiga 
Rumah Sakit atau Balai Kesehatan milik pemerintah (pusat dan daerah) tidak 
dipungut biaya dan obat yang diberikan menggunakan obat generik 
(formularium).  
Secara Nasioanal, penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis telah 
dimulai sejak tahun 2005, dan Pemerintah Pusat terus berkomitmen untuk 
meningkatkan dan memantapkan program ini. Di Provinsi Sulawesi Selatan, 
program kesehatan gratis telah berjalan selama tiga periode. Tahap pertama, 
disebut sebagai tahap percobaan (2008-2009), tahap kedua disebut sebagai 
tahap pemantapan (2010- 2011), tahap ketiga disebut sebagai tahap 
pengembangan (2012 -2013). 
Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
mengembangkan sarana pelayanan melalui peningkatan jumlah Puskemas, 
Rumah Sakit, dan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit (Lihat gambar II.1).  Salah 
satu upayanya yaitu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendirikan Rumah 










Gambar II.2  
Pengembangan Sarana Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2007-2012 
 
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013 
II.3.2  Dasar Hukum Kesehatan Gratis 
Beberapa dasar hukum yang melatarbelangi pelaksanaan program 
Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan, antara lain : 
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
3. Peraturan Derah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2009 tentang 
kerjasama penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi 
Sulawesi Selatan.  
4. Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Kesehatan di Kota Makassar. 
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 15 tahun 2008 tentang 























6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 13 tahun 2008 tentang 
pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
7. Anggaran bidang kesehatan sesuai amanat Undang-undang nomor 36 
tahun 2009 tentang kesehatan pasal 171. 
II.3.3  Tujuan Kesehatan Gratis 
Program kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi 
sulsel yang bertujuan (goal) untuk meningkatkan (improve) akses guna 
tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan meningkatkan 
kualitas dan pemerataan untuk mendapatkan pelayanan yang meringankan 
beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan (Pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 
2009). Semangat yang terkandung dalam program kesehatan gratis, yakni tidak 
boleh ada masyarakat Sulsel yang tidak berobat kalau sakit, hanya gara-gara 
tidak punya uang. Kesehatan gratis adalah salah satu program yang 
dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kota/Kabupaten guna membebaskan atau meringankan biaya kesehatan bagi 
penderita penyakit di Sulawesi Selatan. 
Tujuan pelayanan kesehatan gratis juga diperkuat lagi dalam Pasal 2 dan 
Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2008 sebagai bentuk peraturan 
pelaksanaan, yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 
pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis adalah meningkatnya akses 
pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk 
Sulawesi Selatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal 
secara efektif dan efesien. Sementara tujuan khusus dari pelaksanaan 
pelayanan kesehatan gratis adalah: 
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a. Membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan 
pelayanan kesehatan. 
b. Meningkatnya cakupan masyarakat dalam mendapatakan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas serta jaringannya di rumah sakit milik 
pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan. 
c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi 
Selatan. 
d. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
Sulawesi Selatan. 
e. Terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 
pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan. 
II.3.4  Sasaran Kesehatan Gratis 
Sasaran program pelayanan kesehatan gratis Menurut Pergub Sulsel 
Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan 
Kesehatan Gratis Di Provinsi Sulsel. Pada Bab II Tujuan dan Sasaran Bagian 
Kedua sasaran pasal 4 adalah  
1. Seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Selatan 
2. Mempunyai kartu identitas (Kartu Peserta atau KTP/Kartu keluarga) 
3. Bukan merupakan masyarakat yang sudah mempunyai jaminan 
kesehatan lain (Askes PNS, Jamkesmas, Jamsostek, Asabri, Askes 
Komersial, dsb) 
Sasaran atau peserta yang akan mendapatkan layanan kesehatan gratis 
melaui pembagian kartu  anggota dilakukan melalui pendataan sasaran, 
registrasi peserta, dan penetapan oleh Bupati Atau Walikota. Pendataan sasaran 
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dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan yang dilakukan 
oleh tim Desa/ Kelurahan selanjutnya dilaporkan ke tingkat Kecamatan, untuk 
dilakukan rekapitulasi (Pasal 10 Pergub Nomor 13 Tahun 2008). 
II.3.5  Daftar Pelayanan  Kesehatan Gratis 
Pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk sulawesi selatan dibebaskan 
dari biaya pelayanan meliputi : 
1. Rawat Jalan 
2. Rawat Inap 
3. UGD/Emergency 
4. Pelayanan penunjang 
5. Pelayanan darah tanpa batas 
6. Penggunaan CT Scan dan MRI untuk kasus life saving  
7. Transport rujukan pasien dari RS Kab/Kota ke RS Provinsi, (berlaku juga 
bagi pasien Jamkesmas) 
8. Pelayanan kasus HIV/AIDS, kecuali obat ARV (Obat ARV diperoleh 
dengan gratis dari Pemerintah Pusat) 
9. Beberapa pelayanan penunjang terutama untuk pemeriksaan 
laboratorium 
10. Pelayanan/tindakan persalinan yang ditanggung hanya untuk kasus yang 
tidak ditanggung oleh Jampersal. 
II.3.6  Komponen Kesehatan Gratis  
Komponen yang dibiayai kesehatan gratis pemerintah Sulawesi selatan 
adalah Jamninan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Untuk mengoptimalkan 
program tersebut, pada tahun 2014 pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 
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7,4 triliun. Anggaran sebesar itu di peruntukkan bagi 825,79 ribu warga miskin 
yang ada di Sulsel yang tersebar di 23 kabupaten/ kota di Sulsel. Dinas 
Kesehatan Sulawesi Selatan menargetkan sebanyak 4.169.404 masyarakat di 
Sulawesi selatan masuk dalam daftar kesehatan gratis.(www.sulselprov.go.id) 
Sumber dana berasal dari bantuan keunagan pemerintah provinsi 
Sulawesi selatan (APBD 1) dan kabupaten//kota melalui APBD II. Bantuan 
tersebut melalui program pelayanan kesehatan gratis , kemudian pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan dana bantuan tersebut kepada 
pemerintah kabupaten/kota melalui rekening/kas daerah masing masing 
kabupaten//kota.  
Dana untuk pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit umum daerah 
disalurkan langsung dari kas daerah pemerintah kabupaten/kota ke rumah sakit 
daerah melalui Dinas Keseahatan pada rekening masing masing PPK. 
Penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap (periode triwulan). 
Berdasarkan kebijakan Nasional pelayanan gratis model pembiayaannya 
sesungguhnya tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, 
tetapi secara bertahap beban pembiayaannya akan dipikul bersama dengan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.. 
Masyarakat peserta program kesehatan gratis tidak dipungut biaya 
apapun dalam mengakses pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan bersifat 
sharing antara pemerintah Provinsi (40%) dan pemerintah kab/kota (60%).  
Perhitungan premi berdasarkan total anggaran dan Jumlah peserta, 
memperlihatkan peningkatan premi dari tahun ke tahun (Lihat gambar II.2). Pada 




Gambar II.3  
Iuran per Peserta Per Bulan Program Kesehatan Gratis 
Provinsi Sulawesi Selatan, 2008-2013     
    
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013 (diolah) 
 
II.3 Kerangka Pemikiran 
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, kinerja program secara sederhana 
menggambarkan tingkat pencapaian tujuan program yaitu apakah hasil- hasil 
program yang diperoleh melalui serangkaian proses implementasi tersebut 
secara nyata mampu mewujudkan tujuan program yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan pada indikasi masalah program kesehatan gratis yang akan diteliti, 
penulis menggunakan indikator kinerja menurut Ripley (1986). Ripley 
menyebutkan untuk mengukur kinerja suatu program dapat dinilai dengan 
menggunakan tujuh dimensi (dapat dilihat pada Tabel II.1). Dan adapun tujuan 
dari program kesehatan gratis dapat dilihat pada tabel II.2. 
Tabel II.1 
Indikator Kinerja menurut Ripley (1986) 










4 Bias Penyimpangan 















Tujuan Program Kesehatan Gratis menurut Peraturan Gubernur Nomor 13 
Tahun 2008 pasal 2 dan 3 
 
Tujuan Umum Tujuan Khusus 
Meningkatnya akses pemerataan 
dan mutu pelayanan kesehatan 
terhadap seluruh penduduk 
Sulawesi Selatan guna 
tercapainya derajat kesehatan 
masyarakat yang optimal secara 
efektif dan efesien. 
a. Membantu dan meringankan beban 
masyarakat dalam pembiayaan 
pelayanan kesehatan. 
b. Meningkatnya cakupan masyarakat 
dalam mendapatakan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas serta 
jaringannya di rumah sakit milik 
pemerintah dan pemerintah daerah di 
wilayah Sulawesi Selatan. 
c. Meningkatnya kualitas pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat Sulawesi 
Selatan. 
d. Meningkatnya pemerataan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat Sulawesi 
Selatan. 
e. Terselenggaranya pembiayaan 
pelayanan kesehatan masyarakat 
dengan pola jaminan pemeliharaan 
















Gambar II.4   


































Kinerja Program (Ripley,1986) 
 






5) Ketetapan Layanan  
6) Akuntabilitas 




a. Membantu dan meringankan 
beban masyarakat dalam 
pembiayaan pelayanan 
kesehatan. 




c. Meningkatnya kualitas 
pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat Sulawesi Selatan. 
d. Meningkatnya pemerataan 
pelayanan kesehatan. 
e. Terselenggaranya pembiayaan 
pelayanan kesehatan 








III.1  Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Dimana penulis 
menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan dan analisis dari 
bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama. 
Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. 
Misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lainnya. Secara holistik dan 
dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. 
Selanjutnya digunakan teknik deskriptif yang memberikan gambaran 
mengenai kinerja program kesehatan gratis di RSUD Sayang Rakyat Makassar. 
Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan atau 
mendeskripsikan sejumlah dimensi yang berkenan dengan masalah dan unit 
yang sedang di teliti. Dimensi yang diteliti yaitu Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, 
Ketetapan Layanan , Akuntabilitas, dan Kesesuaian Program dengan Kebutuhan.  
Semakin banyak indikator policy output yang efektif maka semakin tinggi kinerja 
yang dimiliki program kesehatan gratis di RSUD Sayang Rakyat Makassar begitu 
pula sebaliknya. 
III.2  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di RSUD Sayang Rakyat Makassar  mengingat 
rumah sakit ini merupakan rumah sakit kelas III yang sengaja dibangun untuk 
menyediakan pelayanan kesehatan terjangkau bahkan gratis. RSUD ini berada 
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di jalan Pahlawan No. 1000 keluharan Bulurokeng kecamatan Biringkanaya kota 
Makassar. 
III.3 Metode Penelitian 
Metode  penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang mengkaji 
kinerja program kesehatan gratis di Kota Makassar, tepatnya pada RSUD 
Sayang Rakyat Makassar. 
III.4 Unit Analisis 
Sehubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 
ini, maka yang menjadi unit analisis adalah program kesehatan gratis yang 
dilaksanakan di RSUD Sayang Rakyat Makassar. Unit analisis ini didasarkan 
pada pertimbangan tujuan dari program kesehatan gratis di Kota Makassar telah 
tercapai sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk 
memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat 
khususnya di RSUD Sayang Rakyat Makassar. 
III.5 Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah masalah 
program kesehatan gratis yang dihubungkan dengan indikator kinerja program 
menurut Ripley (1986). Terdapat tujuh dimensi kinerja menurut Ripley yaitu 
cakupan, bias, frekuensi, ketetapan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian 
program dengan kebutuhan masyarakat. Ketujuh dimensi tersebut memiliki 13 
indikator ( Lokasi, Komunikasi, Transaksi, Akses, Perbandingan, Waktu, 
Fasilitas, Penyimpangan, Waktu, Aturan, Hak pasien, Sikap implementor, dan 
Keseusaian) yang dapat penulis gunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja 
program di RSUD Sayang Rakyat Makassar. Dan dari hasil penilaian tersebut, 





III.6 Teknik Pemilihan Informan 
Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive yaitu informan yang dipilih dengan secara sengaja atau menunjuk 
langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik- karakteristik 
subjek. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-
pertimbangan tertentu, yaitu penelitian harus terlebih dahulu memiliki 
pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari subjek sebelumnya. 
Dalam penelitian ini, digunakan informan, yaitu : 
1. Dari pihak pemerintah yaitu direktur dan pegawai RSUD Sayang Rakyat 
Makassar yang secara langsung dan bertanggung jawab menangani 
pelaksanaan program kesehatan gratis ini. 
2. Dan dari target group, merupakan masyarakat yang menjadi sasaran dari 
program kesehatan gratis yaitu pasien rawat jalan dan rawat inap di 
RSUD Sayang Rakyat Makassar. 
III.7 Pengumpulan Data 
Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan 
dibagi menjadi dua berdasarkan dengan sumber data yaitu sebagai berikut : 
1. Data Primer 
Dalam penelitian ini peneliti mengambil data yang diperoleh dari 
lokasi penelitian atau data yang bersumber atau berasal dari informan 
yang berkaitan dengan variabel kinerja program kesehatan gratis. Adapun 
teknik pengambilannya melalui wawancara mendalam (indepth interview) 
yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui 
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tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap 
mengetahui banyak tentang masalah penelitian. Untuk masalah yang 
berkaitan dengan akses, cakupan, frekuensi, dan akuntabilitas bersumber 
dari direktur dan pegawai rumah sakit. Dan untuk masalah akses, bias, 
dan kesesuaian program dengan kebutuhan bersumber dari kelompok 
sasaran yaitu pasien rawat inap dan rawat jalan. 
2. Data Sekunder 
Sedangkan untuk sumber data sekunder peneliti mengambil dari : 
 Arsip laporan- laporan atau dokumen- dokumen berkaitan dengan  
pelayanan kesehatan gratis di RSUD Sayang Rakyat Makassar;  
 Data yang berhubungan dengan pembiayaan program pelayanan dari 
website instansi terkait yaitu pemerintah provinsi pusat, provinsi dan 
dinas kesehatan kesehatan; 
 Jurnal atau buku teks pada perpustakaan yang berhubungan dengan 
masalah program kesehatan gratis. 
Adapun teknik pengambilan data melalui observasi pada rumah sakit. 
peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek 
penelitian dengan cara non-partisipasi artinya peneliti tidak ikut serta 
dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian yang terjadi secara nyata di lapangan. 
III.8 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana 
yang dikemukakan Moleong, proses analisa data kualitatif dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
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wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. 
Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan 
dengan jalan abstraksi. Abtraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 
inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada 
didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya ke dalam satu-satuan 
itu, kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap terakhir dari 
data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 
Dalam peneliti ini, data-data tentang Kinerja Program Kesehatan Gratis 
RSUD Sayang Rakyat Makassar  yang telah didapatkan, baik melalui wawancara 
atau dokumentasi disajikan secara menyeluruh, kemudian dipilih data yang 




























GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
IV.1 Sejarah Rumah Sakit Sayang Rakyat 
Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat adalah salah satu rumah 
sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang didirikan pada tahun 2009 
dan beroperasi pada tahun 2010 yang merupakan wujud nyata dari harapan 
pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Sulawesi 
Selatan, terutama bagi pasien kurang mampu yang mendapatkan pelayanan 
kelas III. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat beroperasi berdasarkan 
Izin penyelenggaraan Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 
440/07.II/RSU/PSDK-DKK/VI/2012, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 
03.05/I/2467/II  tentang Penetapan Kelas C serta terakreditasi 5 Standar 
Pelayanan oleh KARS Nomor KARS- SERT/858/VI/012 dan berdasarkan Perda 
Nomor 6 Tahun 2013 telah meningkatkan statusnya dari Unit Pelayanan Teknis 
Dinas (UPTD)  menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD). 
Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat telah menyiapkan fasilitas 
133 Tempat Tidur. Tahun 2012 Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat 
mengembangkan gedung perawatan untuk pelayanan Rawat Inap yaitu gedung 
perawatan lantai 3 (Melati) dengan kapasitas 144 Tempat Tidur (TT) . 
Selain melayani pasien Jamkesda, RSUD Sayang Rakyat 
mengembangkan kerjasamanya dengan Program Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tertanggal  Januari 2014 yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitas pelayanan kelas 
I & II Sebanyak 12 Tempat Tidut (TT).  Rumah Sakit Umum Daerah Sayang 
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Rakyat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di wilayah 
kerjanya, aktif melakukan penjaringan kesehatan di Perusahaan-perusahaan  
PT. KIMA dan sekolah- sekolah. 
IV.2 Gambaran Umum Rumah Sakit Sayang Rakyat 
IV.2.1 Demografi  
Dibangun dengan luas lahan ± 46.000 m² yang merupakan bekas 
bangunan kompleks Pendidikan Guru Sekolah Luar Biasa yang terletak di 
wilayah Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Makassar yang 
berbatasan:  
Sebelah Barat  : Selat Makassar 
Sebelah Timur  : Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros 
Sebelah Utara  : Kecamatan Maros 
Sebelah Selatan  : Kecamatan Tamalanrea 




4. Sudiang Raya 
5. Bulurokeng 
6. Pai 
IV.2 Visi dan Misi Rumah Sakit Sayang Rakyat 
 Visi: 
“Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Unggul 




1) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam 
menunjang palayanan prima  dan profesional sesuai dengan standar. 
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih 
profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan dan manajemen 
rumah sakit demi tercapainya pelayanan prima. 
3) Meningkatkan kesejahteraan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) yang berdampak terhadap kepuasan stakeholder dan pasien. 
 Falsafah 
“Melayani dengan hati, bekerja secara profesional”. 
IV.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Sayang Rakyat 
Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013, 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya 
penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, 
terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan 
pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan 
pendidikan, pelatihan, dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, 
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan 
Untuk penyelenggaraan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah Sayang 
Rakyat mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penunjang pelayanan, dan 
pengembangan dan pemeliharaan; 
b. Penyelenggaraan urusan pelayanan, penunjang pelayanan, dan 
pengembangan dan pemeliharaan. 
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c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan, penunjang pelayanan, 
dan pengembangan dan pemeliharaan;dan 
d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Sasaran strategis wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat 
berasal dari : 
 Puskesmas Bonto Bira 
 Puskesmas Ujung Pandang Baru 
 Puskesmas Sudiang 
 Pemukiman Kompleks Villa Mutiara 
 Perusahaan-perusahaan PT Kima yang berada dalam wilayah kerja 
RSUD Sayang Rakyat. 
IV.4 Organisasi Tata Laksana 
Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 
2013 Tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, 
Badan perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan 
Lembaga Lain Provinsi Sulwesi Selatan. 
Berikut ini uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktur organisasi 
Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Makassar: 
a. Direktur 
Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat dipimpin oleh Direktur yang 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang penyelenggaraan 
upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara 
serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan pelayanan 
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kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitas 
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas 
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun tugas pokok dan 
fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Makassar, dirinci 
sebagai berikut: 
 Menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas 
- Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer 
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan 
- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah 
dinas 
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang dan tugasnya 
- Merumuskan kebijakan teknis operasional kegiatan Rumah Sakit Umum 
Daerah dibidang pelayanan, penunjang pelayanan, pengembangan dan 
pemeliharaan, serta ketatausahaan 
- Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan administrasi, medic, keperawatan, pendidikan, 
pelatihan dan penelitian 
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kepada mayarakat 
khususnya di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative di bidang 
kesehatan 
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 
45 
 
- Menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi, medic, keperawatan, 
pendidikan, pelatihan dan penelitian Rumah Sakit Umum Daerah 
- Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan 
Rumah Sakit Umum Daerah 
- Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pengembangan pelayanan, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana 
- Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan, 
penunjang pelayanan dan pengembangan dan pemeliharaan 
- Menyelenggarakan upaya rujukan di sector kesehatan serta pelayanan 
kesehatan penunjang lainnya 
- Menyelenggarakan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan, dan 
keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah. 
- Menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi, medic, dan keperawatan 
Rumah Sakit Umum Daerah 
- Menyenlenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kepada masyarakat 
khususnya di bidang promotif, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi di bidang 
kesehatan 
- Menyelenggarakan pembinaan komite-komite, Satuan Medis Fungsional 
(SMF-SMF), Satuan Pengawasan Internal (SPI). Komite Medik (KM), Komite 
Keperawatan (KP), Komite Farmasi (KF) dan jabatan fungsional lainnya. 
- Menyelenggarakan pembinaan terhadap penanggungjawab instalasi-instalasi 
dan ruang/bangsal  
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dan 
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 Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan 
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
b. Bagian Tata Usaha 
Bagian tata usaha terdiri atas: 
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
 Sub Bagian Keuangan 
 Sub Bagian Program 
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas 
pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunana 
program dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun Tugas dan 
Fungsi sebagaimana dimaksud, dirinci sebagai berikut: 
 Menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas 
 Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar 
 Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tudas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang dan akan 
dilaksanakan. 
 Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah 
dinas 
 Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang dan tugasnya 
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 Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan 
penyusunan program Rumah Sakit Umum Daerah 
 Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di 
lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 
 Melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi 
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah 
 Mengooridnasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan 
informasi 
 Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan 
 Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan 
kepegawaian 
 Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan 
 Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana 
dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah 
 Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan 
 Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan barang/jasa 
serta administrasi penghapusan barang 
 Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bagian tata usaha dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan 
 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang 
tugasnya untuk mendukung kelancaran tugas 
c. Bidang Pelayanan 
Bidang pelayanan terdiri atas:  
 Seksi pelayanan medic 
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 Seksi pelayanan keperawatan 
Bidang pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
pokok melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan, serta 
monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medic, dan pelayanan keperawatan 
dan kebidanan. Tugas pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud, dirinci sebagai 
berikut: 
 Menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas 
 Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar 
 Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan dan mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 
dilaksanakan 
 Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani 
naskah dinas 
 Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 
 Melaksanakan pelayanan medic dan keperawatan serta kebidanan 
 Mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perumusan 
kebijakan dan pengelolaan pelayanan medic 
 Mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perumusan 
kebijakan dan pengelolaan pelayanan keperawatan serta kebidanan 
 Mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan 
rencana kebutuhan dalam rangka pengelolaan pelayanan medic dan 
pelayanan keperawatan serta kebidanan - Melaksanakan koordinasi 
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dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan medic dan 
pelayanan keperawatan serta kebidanan 
 Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan penyajian data 
pelayanan medic dan pelayanan keperawatan serta kebidanan 
 Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan pelayanan medic dan pelayanan keperawatan 
serta kebidanan 
 Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
d. Bidang Penunjang pelayanan 
Bidang penunjang pelayanan terdiri atas: 
 Seksi penunjang medic dan non medic 
 Seksi logistic medic dan non medic 
Bidang penunjang pelayanan dipimpin oleh kepala bidang yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan 
pengembangan, serta monitoring dan evaluasi di bidang penunjang medic dan 
non-medic serta logistic medic dan non medic. Tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud, dirinci sebagai berikut: 
 Menyusun rencana kegiatan bidang penunjang pelayanan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas 
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 Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar Memantau, mengawasi dan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-
tugas yang telah dan belum dilaksanakan 
 Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah 
dinas 
 Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang dan tugasnya 
 Melaksanakan pelayanan penunjang medic dan non medic serta logistic 
medic dan non medic 
 Mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perumusan kebijakan 
dan pengelolaan pelayanan logistic medic dan non medic 
 Mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyusunan rencana 
kebutuhan dalam rangka pengelolaan pelayanan penunjang medic dan non 
medic, logistic medic dan non medic 
 Melaksanakan kordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan 
pelayanan penunjang medic dan non medic, logistic medic dan non medic 
 Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pelayanan penunjang medic dan non medic, logistic medic dan 
non-medic 
 Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penunjang pelayanan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan 
 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
e. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan 
Bidang pengembangan dan pemeliharaan terdiri atas: 
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 Seksi pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan dan 
pelatihan 
 Seksi pemeliharaan sarana dan prasarana  
Bidang pengembangan dan pemeliharaan dipimpin oleh kepala bidang yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan mengoordinasikan 
pelayanan serta monitoring dan evaluasi pelayanan kegiatan pengembangan 
sumber daya manusia dan pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan sarana 
dan prasarana.  
Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, dirinci sebagai berikut: 
 Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan sumber daya manusia 
dan pendidikan dan pelatihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
sebagai pedoman dalam pelaksanakan tugas 
 Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 
 Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan 
 Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah 
dinas 
 Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang dan tugasnya 
 Mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana 
kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya 




 Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan 
pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 
 Melaksanakan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia dan 
pendidikan dan pelatihan 
 Mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan 
sumber daya manusia dan pendidikan dan pelatihan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 
 
IV.5 Sarana  dan Prasarana 
Sarana dan prasarana pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat 
adalah sebagai berikut : 
Tabel IV.2  Sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat 
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN 




- Rawat Jalan 
- Rawat Inap 
 Kelas I 
 Kelas II 
 Kelas III 




- Instalasi Gizi 
- Rumah Duka 
- Gedung Ponek 
- Gedung BDRS 






































2. Gedung Administrasi 1 Paket 
3. Instalasi Listrik 1 147000 VA 
4. Genset 1 Paket 
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5. Sumber Air Bersih 
a. PDAM 







6. Incenerator 1 Paket 
7. Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) 
1 Paket 
8. Kendaraan Operasional 5 Buah 
9. Ambulance 4 Buah 
10. Mobil Jenazah 1 Buah 
11. Bus 3 Buah 
Sumber :Bag. Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat, 2015 
Seiring dengan perkembangan pasien baik pasien rawat jalan maupun 
rawat inap maka pihak rumah sakit juga berusaha untuk melengkapi sarana 
prasarana kesehatan. Olehnya itu, setiap tahun berjalan pengadaan sarana dan 
prasarana selalu menjadi prioritas dalam menunjang pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat. 
Kapasitas tempat tidur yang tersedia pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Sayang Rakyat sebagai berikut : 
Tabel IV.3  
Jumlah Tempat Tidur pada RSUD Sayang Rakyat 2014 
NO Uraian JUMLAH  (TT) 
1 Perawatan Melati (Interna) 42 Buah 
2 Perawatan Anak 28 Buah 
3 Obgyn 12 Buah 
4 Perawatan Asoka 20 Buah 
5 ICU 8 Buah 
6 Perinatal 5 Buah 
7 Perawatan Bedah 18 Buah 
JUMLAH 133 Buah 
Sumber: Bag. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSUD Sayang Rakyat, 2015  
RSUD Sayang Rakyat di persiapkan sebagai rumah sakit rujukan kelas III 
di Sulawesi Selatan dengan kapasitas 1000 tempat tidur, yang dilaksanakan 
secara bertahap yaitu tahap I ditargetkan menjadi 250 tempat tidur, tahap II 
ditargetkan menjadi 500 tempat tidur dan tahap III ditargetkan menjadi 1000 
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tempat tidur,  namun  saat ini, jumlah tempat tidur yang digunakan  baru 
mencapai  133 tempat tidur dan usaha untuk mencapai 1000 tempat tidur secara 
bertahap akan menjadi priorotas Rumah Sakit melalui APBD maupun APBN 
(pusat). 
IV.6 Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah 
Sayang Rakyat berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang meliputi tenaga medis, paramedis dan non medis. 
a. Manajemen 
Manajemen rumah sakit pada RSUD Sayang Rakyat adalah sebagai berikut: 
 
Tabel IV.4  Manajemen RSUD Sayang Rakyat Tahun 2014 
      
 Sumber : Bag. Kepegawaian RSUD Sayang Rakyat, 2015 
 
NO URAIAN JUMLAH PENDIDIKAN 
1 Direktur 1 Orang Spesialis Bedah 
2 Kabag Tata Usaha 1 Orang S2 Administrasi RS 
3 Kabid Pelayanan Medik 1 Orang Dokter Gigi 
4 Kabid Penunjang Pelayanan 1 Orang Dokter Gigi/ S2 Kesmas 
5 
Kabid Pengembangan dan 
Pemeliharaan 
1 Orang Dokter Umum 
6 
Kasi Sub Bagian Umum & 
Kepegawaian 
1 Orang S1 Administrasi Negara 
7 Kasi Sub Bagian Keuangan 1 Orang S1 Kesmas 
8 Kasi Sub Bagian Program 1 Orang S1 Kesmas 
9 Kasi Pelayaan Medik 1 Orang 
S2 Magister Hukum 
Kesehatan 
10 Kasi Pelayanan Keperawatan 1 Orang S1 Keperawatan 
11 
Kasi Penunjang Medik dan Non 
Medik 
1 Orang S1 Farmasi 
12 Kasi Logistik Medik dan Non Medik 1 Orang S1 Keperawatan 
13 
Kasi Pengembangan SDM Dan 
Diklat 
1 Orang Dokter Umum 
14 
Kasi Pemeliharaan Sarana dan 
Prasaranan 
1 Orang S2 Administrasi RS 
T O T A L 14 Orang  
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b. Tenaga Medis 
Tenaga medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat meliputi 
sebagai berikut  
 
Tabel IV.5 
Tenaga Medis RSUD Sayang Rakyat 
 
 
Untuk memenuhi Kebutuhan pelayanan 24 Jam dan kebutuhan akan 
Dokter Spesialis,Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat melakukan kerja 
sama bagian dengan Fakultas Kedokteran Unhas meliputi :Spesialis Anak, 




NO URAIAN JUMLAH PENDIDIKAN KET 
1 Dokter Spesialis Anak 1 Orang Spesialis Anak Purna Waktu 
2 Dokter Spesialis Obgyn 2 Orang Spesialis Kebidanan Purna Waktu 
3 Dokter Spesialis Interna 1 Orang Spesialis Penyakit Dalam Paruh Waktu 
4 Dokter Spesialis Bedah 2 Orang Spesialis Bedah paruh Waktu 
 
5 Dokter  Spesialis Anestesi 1 Orang Spesialis Anestesi Purna Waktu 
6 Dokter Spesialis Patologi 
Klinik 
2 Orang Spesialis Patologi Klinik Purna Waktu 
7 Dokter Spesialis THT 3 Orang Spesialis THT Purna Waktu 
8 Dokter Spesialis Kulit & 
Kelamin 
- Spesialis Kulit & Kelamin - 
9 Dokter Spesialis Saraf 1 Orang Spesialis Saraf Paruh Waktu 
10 Dokter Spesialis Mata 1 Orang Spesialis Mata Purna Waktu 
11 Dokter Spesialis Radiologi 1 Orang Spesialis Radiologi Paruh Waktu 
12 Dokter Spesialis Jiwa 1 Orang Spesialis Jiwa Purna Waktu 
13 Dokter Spesialis Bedah Mulut 1 Orang Spesialis Bedah Mulut Paruh Waktu 
 
14 Dokter Umum 14 Orang Dokter Umu, Purna Waktu 
15 Dokter Gigi 7 Orang Dokter Gigi Purna Waktu 
T O T A L 38 Orang   




c. Paramedis Keperawatan 
Tabel IV.6 
Tenaga Paramedis RSUD Sayang Rakyat Tahun 2014 
 
Sumber : Bag. Kepegawaian RSUD Sayang Rakyat, 2015 
 
d. ParamedisNon Perawatan 
 
 Tenaga Paramedis non perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang 
Rakyat terdiri dari : 
Tabel IV.7  
Tenaga Paramedis non perawatan RSUD Sayang Rakyat Tahun 2014 
 
Sumber : Bag. Kepegawaian RSUD Sayang Rakyat, 2015 
 
NO URAIAN JUMLAH PENDIDIKAN KET 
1 Sarjana Keperawatan 12 Orang S1 Keperawatan  
2 Ahli Madya Keperawatan 73 Orang D3 Keperawatan  
3 SPK 11 Orang SPK  
4 Bidan 16 Orang Kebidanan D1: 1 orang 
5 Perawat Gigi 9 Orang 
DIII Perawat Gigi, 
SPRG 
D3: 5 orang 
SPRG: 4 org 
T O T A L 121 Orang   
NO URAIAN JUMLAH PENDIDIKAN KET 
1 Apoteker 10 Orang Sarjana Farmasi  
2 S1 Farmasi 5 Orang S1 Farmasi  
3 Asisten Apoteker 4 Orang SMF  
4 SKM 15 Orang S1 Kesmas  
5 Sanitarian 3 Orang DIII Kesling  
6 S1 Kimia 1 Orang S1 Kimia  
7 Analis 8 Orang DIII Analis, SMAK 
- DIII     : 5 org 
- SMAK: 3 org 
8 Ahli Gizi 4 Orang DIII Gizi  
9 Rekam Medik 6 Orang DIII Rekam Medik  
10 Radiologi 6 Orang DIII Radiologi, DIV Rad 
- DIII     : 3 org 
- DIV     : 3 org 
11 Fisioterapi 3 Orang S1Fisioterapi, DIII Fis 
- S1       : 1 org 
- DIII      : 2 org 
12 ATEM 2 Orang D3 ATEM  
13 Psikologi 1 Orang S1 Psikologi  
14 Sarjana Ekonomi 1 Orang S1 Ekonomi  






IV.7 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar RumahSakit 
Jumlah penduduk di Kecamatan Biringkanayya Tahun 2014 adalah  
2083 orang dengan rincian per kelurahan sebagai berikut : 
 
 
Tabel IV.1   
Jumlah Penduduk Kecamatan Biringkanaya Tahun 2014 
NO Kelurahan 
Jumlah Penduduk 
L P Jumlah 
1 Daya 6.141 6.486 12.627 
2 Paccerakkang 22.838 23.040 45.878 
3 Sudiang 17.388 18.561 35949 
4 Sudiang Raya 22.840 22.718 45.558 
5 Bulurokeng 7.053 7.216 14.269 
6 Pai 8.719 8.795 17.514 
7 Untia 1.086 997 2.083  
Sumber : Kantor Camat Kec. Biringkanaya, 2015 
Adapun sumber mata pencaharian penduduk yang berada di Kecamatan 
Biringkanaya adalah : 
a. Wiraswasta 
b. Buruh/Harian Lepas 
c. PNS/TNI/Polri 
d. Petani Kebun 
e. Nelayan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
V.1 Hasil Penelitian 
Dalam sub bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berkaitan 
dengan program kesehatan gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang 
Rakyat Kota Makassar. Dalam mencapai tujuan serta sasaran  terhadap program  
kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah provinsi sulawesi selatan  , maka 
diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja program pelayanan kesehatan 
gratis di Rumah Sakit Sayang Rakyat.  
Untuk melihat kinerja program kesehatan gratis pada Rumah Sakit 
Sayang Rakyat, penulis menggunakan tujuh indikator kinerja program menurut 
Ripley (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 103), yaitu: 
1. Akses 
Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau 
pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu 
akses juga mengandung pengertian bahwa orang- orang bertanggung jawab 
untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh 
masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut 
apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. 
Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi 
semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual atau kelompok yang 
melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan 
demekian, akses juga dapat berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan 
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menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat 
pada individu atau kelompok. 
Beberapa indikator yang dipakai dalam untuk mengetahui aksesibilitas, 
antara lain : 
1) Lokasi yang mudah dijangkau oleh kelompok sasaran.  
Rumah Sakit Sayang Rakyat berada di daerah Daya, dekat kawasan 
KIMA tepatnya jalan Ir. Sutami. Untuk menuju kesana peneliti telah melihat 
dan merasakannya sendiri, tidak ada transportasi umum yang disediakan 
menuju rumah sakit. Dan jalanan berliku- liku membuat masyarakat 
termasuk penulis sendiri kebingungan, hal tersebut dapat mempengaruhi 
implementasi program kesesahatan gratis di rumah sakit sayang rakyat 
menjadi tidak optimal. Letak rumah sakit yang tidak memiliki jalur 
transportasi umum memang menjadi masalah utama di rumah sakit tersebut. 
Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sitti selaku Kepala Bagian Program 
RSUD Sayang Rakyat mengatakan bahwa: 
“Lokasi yang jauh dan tidak ada transportasi umum memang menjadi 
kendala dirumah sakit sayang rakyat ini, maka dari itu kami dari pihak 
rumah sakit sedang berusaha untuk meminta bantuan dan izin 
kepada pemprov agar dibuatkan trayek khusus kemari”  
(Hasil wawancara pada tanggal 8 mei 2015) 
2) Komunikasi 
Komunikasi merupakan proses dimana dua orang atau lebih melakukan 
pertukaran informasi antar satu sama lain (Everett M. Rogers dan Lawrence 
Kincaid dalam Wiryanto, 6 : 2004). Dengan komunikasi yang baik maka 
pasien akan dengan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh 
petugas rumah sakit. Sesuai pendapat Parasuraman, Zethmal and Berry 
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dalam Sudarmanto (2009) komunikasi merupakan kemampuan menjelaskan 
dan menginformasikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan baik 
dan dapat dipahami dengan mudah. Indikator ini berkaitan dengan seberapa 
mudah bagi kelompok sasaran untuk dapat bicara dengan pimpinan provider 
senior untuk mengetahui penjelasan program atau jika mendapat masalah. 
Dan dari hasil penelitian menunjukkan komunikasi program kesehatan gratis 
di RSUD Sayang Rakyat belum berjalan baik. Walaupun dari pihak rumah 
sakit sudah menyediakan media informasi yang dikhususkan kepada 
masyarakat, namun masyarakat masih takut dan enggan untuk meminta 
informasi atau penjelasan jika terjadi hal tidak sesuai dengan pikiran mereka 
mengenai pelayanan di rumah sakit tersebut. Berikut adalah hasil 
wawancara dengan pegawai bagian pusat informasi RSUD Sayang Rakyat, 
Bapak Sapril mengatakan bahwa: 
 
” Disini kami menyediakan gedung pusat informasi jadi masyarakat 
yang ingin tau program atau kegiatan yang ada dirumah sakit ini bisa 
langsung datang kesini atau kalau ada masalah yang dihadapi atau 
ingin mengadu terus bingung mau kemana bisa langsung kesini kami 
pasti akan melayani” 
(Hasil wawancara pada tanggal 12 mei 2015) 
Beliau juga mengatakan bahwa : 
“ Kami dari bagian humas juga biasa melakukan sosialisasi ke 
beberapa sekolah untuk memberikan informasi mengenai pelayanan 
gratis yang ada di RSUD Sayang Rakyat, dari anak- anak sekolah 
tersebut mereka nantinya akan menyampaikan kepada orang tua 
mereka akan informasi tersebut” 
(Hasil wawancara pada tanggal 12 mei 2015) 
Peneliti mendapati pasien yang memiliki keluhan dan berikut petikan 
hasil wawancara dengan Bapak Maulana, pasien yang berobat Gigi: 
“Saya sudah biasa berobat disini tapi selalu saja diberikan obat yang 
ta‟ sedikit- sedikit, ini saja disuruh kembali lagi besok kan mauku 
61 
 
langsungmi sekaligus supaya nda repot. Tapi nda pernah memang 
kukasih tau dokter biarmi ikuti saja aturannya” 
(Hasil wawancara pada tanggal 12 mei 2015) 
Jadi dapat dinilai program kesehatan gratis di rumah sakit tersebut dari 
segi komunikasi antara masyarakat dengan implementor belum berjalan 
dengan baik dikarenakan masyarakat yang masih takut untuk berbicara. 
Indikator selanjutnya yang dapat dinilai ialah seberapa mudah bagi 
kelompok sasaran melakukan transaksi melalui media lain, misalnya telepon, 
short massage servive (SMS), atau email. Transaksi merupakan interaksi 
dua arah yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke 
pihak lainnya ( Andrianto, 2007). Untuk transaksi sendiri RSUD Sayang 
Rakyat belum mempunyai sistem transaksi melalui media elektronik, semua 
dilakukan masih secara manual atau langsung di tempat saja. Namun untuk 
menunjang program kesehatan gratis di rumah sakit tersebut telah 
menyediakan halaman website yang memudahkan masyarakat untuk 
menyampaikan kepuasan atau pengaduan mereka. Berikut petikan 
wawancara dengan bapak Sapril selaku pegawai bagian HUMAS RSUD 
Sayang Rakyat : 
“Kami mempunyai website khusus rumah sakit ini jadi siapa saja bisa 
mengaksesnya, selain itu kami juga mempunyai email dan no telepon 
yang bisa dihubungi” 
(Hasil wawancara pada tanggal 12 mei 2015) 
Dan berikut gambar yang memperkuat keberadaan media eletronik di 







Gambar V.1  







Hasil dokumentasi pada tanggal 13 mei 2015 
Dari hasil observasi diatas peneliti melihat indikator kemudahan 
masyarakat untuk melakukan transaksi melalui media elektronik tidak dapat 
dinilai karena RSUD Sayang Rakyat  Makassar belum menggunakan 
fasilitas eletronik (email, sms center dan call center) sebagai media 
transaksi, baru sebatas media informasi dan layanan pengaduan bagi 
masyarakat. 
3) Kesamaan akses terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari berbagai 
karakteristik.  
RSUD Sayang Rakyat  Makassar memiliki program kesehatan gratis 
dalam bentuk Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Peneliti menilai tidak 
ada perbedaan atau diskriminasi gender, etnis, agama ataupun budaya 
untuk mengakses pelayanan kesehatan tersebut. Berikut hasil wawancara 
kepala bagian program, ibu Sitti mengatakan: 
Email : humas.rsudsr@gmail.com 
TLP : 0411- 5600559 
SMS : 0816249997 
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“Tidak ada aturan yang mengatakan hanya orang dari agama atau 
golongan tertentu saja yang berhak mendapatkan pelayanan lebih, 
semuanya sama” 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 mei 2015) 
Sama halnya yang diungkapkan ibu Suryani selaku penanggung 
jawab Jamkesda di RSUD Sayang Rakyat: 
“Semua peserta Jamkesda di rumah sakit ini diperlakukan sama dan 
mendapatkan pelayanan yang sama” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 mei 2015) 
 
Dari beberapa indikator di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan 
bahwa dari segi akses program kesehatan gratis yang ada di RSUD Sayang 
Rakyat belum berjalan optimal. Walaupun pihak rumah sakit telah 
menyediakan sarana penunjang dan tidak adanya dikriminasi, namun inisiatif 
masyarakat masih kurang serta lokasi rumah sakit yang masih sulit 
dijangkau. 
2. Cakupan (coverage) 
 Dimensi ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran  
yang sudah dapat dijangkau ( mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan 
sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang 
digunakan untuk mengukur cakupan adalah: 
a. Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran  
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sitti selaku kepala bagian 
program RSUD Sayang Rakyat yang menjadi kelompok sasaran dari 
program kesehatan gratis ialah seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. 
Berikut hasil wawancara: 
“ Untuk sasarannya ialah masyarakat provinsi sulawesi selatan dan 
sebenarnya diutamakan masyarakat disekitar lokasi rumah sakit ini 
seperti daya, pemukiman vila permata dan pegawai kima” 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 mei 2015) 
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b. Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah 
dapat layanan terhadap total kelompok target.  
Masyarakat yang sudah dapat layanan kesehatan gratis di RSUD 
Sayang Rakyat Makassar dapat dilihat dari jumlah kunjungan rawat jalan 
dan rawat inap. Berikut ini tabel kunjungan pasien rawat jalan per poliknik 
dan instalasi tahun 2014: 
Tabel V.1  
Kunjungan Rawat Jalan Per Poliknik RSUD Sayang Rakyat 2014 
NO POLIKNIK Jumlah 
1 Penyakit dalam 6687 
2 Bedah 2287 
3 Umum 1459 
4 Penyakit Anak 6330 
5 Obgyn 3399 
6 Syaraf 1452 
7 THT 3363 
8 Mata 1270 
9 Kulit, Kelamin dan Pelayanan Kosmetik 1936 
10 Gigi dan Mulut 5539 
11 Jiwa 384 
12 Bedah Ortopedi 158 
13 Medikal Check up 83 
14 Rehabilitasi Medik 988 
15 Radiologi 1533 
16 IRD 3976 
TOTAL 40844 
Sumber: Instalansi Rekam Medik RSUD Sayang Rakyat 2014 
 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pasien rawat jalan 
pada tahun 2014 sebesar 40844 orang. Dan jumlah pasien rawat inap 
pada tahun yang sama sebanyak 3561 orang, data tersebut peneliti ambil 
dari Lakip RSUD 2014. Jadi dapat dilihat total masyarakat yang telah 
mendapatkan program kesehatan gratis sebesar 44405 orang. 
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Sedangkan untuk total target pasiennya RSUD Sayang Rakyat 
tidak memiliki target jumlah penerima pelayanan kesehatan gratis 
tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Hj. Suryani 
selaku penanggungjawab pelayanan Jamkesda, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Disini kami tidak memiliki target berapa orang yang mendapatkan 
pelayanan, namanya orang sakit ya tidak perlu untuk ditargetkan 
totalnya berapa” 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 mei 2015) 
 Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti mengambil alternatif lain 
yaitu  membandingkan jumlah penduduk di beberapa tingkatan dimulai 
dari tingkat kecamatan Biringkanaya, merupakan kecamatan terdekat 
RSUD Sayang Rakyat, dengan jumlah masyarakat yang telah 
mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebesar 44405 orang. Peneliti 
membuat rasio perbandingan cakupan jumlah dari tingkat kecamatan 
hingga provinsi sebagaimana berikut ini: 
- Tingkat kecamatan Biringkanaya: 
             
                           
x 100%  
      
       
 x 100% = 23,5 % 
- Tingkat Kota Makassar 
             
                    
 x 100% 
      
         
 x 100% = 3% 
- Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 
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 x 100% 
      
         
 x 100% = 0.5 % 
Tabel.V.2 
Rasio Cakupan 
No Tingkat cakupan Rasio 
1 Kecamatan Biringkanaya 23,5% 
2 Kota Makassar 3% 
3 Provinsi Sulawesi Selatan 0.5% 
 
Dari tabel diatas dapat peneliti nilai bahwa cakupan program 
kesehatan gratis dari tingkat kecamtan, kota hingga provinsi dapat 
dikatakan sudah cukup banyak untuk rumah sakit yang baru beroperasi 
selama lima tahun tersebut. 
3. Frekuensi 
Frekuensi merupakan dimensi untuk mengukur seberapa sering kelompok 
sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau 
program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik 
implementasi suatu kebijakan atau program tersebut. Dari hasil penelitian, RSUD 
Sayang Rakyat  memiliki frekuensi waktu yang sudah baik karena telah 
membuka pelayanan amargency 24 jam. Sesuai yang diungkapkan kepala 
Kabag Program, ibu Sitti mengatakan bahwa: 
“Pelayanan di RSUD Sayang Rakyat ini selalu dibuka selama 24 jam bagi 
masyarakat yang gawat darurat” 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 mei 2015) 
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Menilai frekuensi di RSUD Sayang Rakyat juga dapat dilihat dari segi 
kelompok sasaran dalam penggunaan fasilitas infrastruktur yang disediakan. 
Infrastruktur yang dimaksud ialah pemanfaatan tempat tidur oleh pasien. 
Berdasarkan pada data profil RSUD Sayang Rakyat tahun 2015 bagian indikator 
pemanfaatan tempat tidur, terdapat istilah BOR (Bed Occupancy Rate) yang 
menggambarkan berapa banyak Tempat Tidur (TT) di rumah sakit yang 
digunakan dalam suatu masa, dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan 
dalam waktu tertentu dibagi jumlah tempat kali jumlah hari dalam satu satuan 
waktu kali 100%. Dikatakan ideal jika mencapai 75 – 85%. Dan untuk tahun 2014 
data menunjukkan penggunaannya hanya 25%, berarti untuk frekuensi 
fasilitasnya masih rendah. Penggunaan tempat tidur yang masih rendah 
disebabkan sulitnya akses menuju rumah sakit dan sosialisasi rumah sakit yang 
belum optimal. 
4. Bias 
Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah 
pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada 
kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat 
yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program. Dari hasil 
wawancara dengan salah satu pasien rawat jalan yang sering berobat di RSUD 
Sayang Rakyat, peneliti mendapatkan informasi bahwa sering ada pasien yang 
mampu secara finansial untuk berobat bayar namun lebih memilih memanfaatkan 
pelayanan gratis. Berikut petikan hasil wawancara Bapak Randi: 
“Saya biasa mendapati tetangga saya yang mampu berobat disini dan dia 
pakai pelayanan gratis, apalagikan aturannya disini cuma bawa KTP dan 
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Kartu Keluarga sudah bisa mendaftar jadi peserta Jamkesda. Malah yang 
kurang mampu begitu takut untuk berobat disini, jadi saya biasa temani 
mereka kesini ” 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 mei 2015) 
Dari petikan wawancara diatas dapat dikatakan sampai saat ini 
pandangan masyarakat akan gratis selalu tertuju untuk masyarakat miskin 
sedangkan yang mampu dari segi ekonominya tidak mempunyai hak, begitu pula 
yang dipahami peneliti awalnya. Namun setelah melaukan observasi ternyata 
program kesehatan gratis yang ada di RSUD Sayang Rakyat bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kesehatan 
secara medis (berdasarkan Lakip RSUD Sayang Rakyat 2014 halaman 28). Jadi 
masyarakat disini tidak berhubungan dengan kondisi ekonominya, seperti yang 
diungkapkan pegawai penanggung jawab pelayanan Jamkesda Ibu Suryani. 
Beliau mengatakan bahwa: 
“Tidak ada perbedaan untuk peserta Jamkesda, baik dia orang mampu 
atau tidak mampu berhak terdaftar jadi peserta Jamkesda yang penting 
punya KTP wilayah Sulsel dan belum menjadi peserta jaminan kesehatan 
lain” 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 mei 2015) 
Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menilai tidak ada terjadi 
pembiasan atau penyimpangan kelompok sasaran pada program kesehatan 
gratis di RSUD Sayang Rakyat Makassar. Karena tujuannya untuk kesadaran 
masyarakat dimana masyarakat yang menjadi kelompok sasaran ialah seluruh 





5. Ketetapan Layanan (Service Delivery) 
Dimensi ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan 
dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator 
sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensivitas 
terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program akan 
membawa implikasi kegagalan mencapai program tersebut. Pada program 
kesehatan gratis di RSUD Sayang Rakyat sensivitas terhadap waktu dapat dilihat 
dari ketepatan waktu pemberian pelayanan pada pasien. Berikut petikan hasil 
wawancara peneliti dengan pasien rawat inap Daeng Tupu yang menderita 
penyakit prosta dan beberapa waku yang lalu telah menjalani operasi di RSUD 
Sayang Rakyat, beliau mengatakan bahwa: 
“ Pelayanannya tepat waktu seperti kemarin jadwal operasi sesuai dengan 
yang direncanakan bahkan sebelum jamnya pun sudah dimulai karena 
dokternya sudah datang”  
(Hasil wawancara pada tanggal 8 mei 2015) 
Selain itu, ketetapan layanan dapat juga dilihat dari kesesuaian aturan 
dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien. RSUD Sayang Rakyat  
memiliki aturan dari segi pembiayaan pelayanan yang ditanggung pasien dan 
untuk pasien Jamkesda memiliki aturan tidak seluruh pelayanan kesehatannya 
ditanggung oleh rumah sakit atau gratis. Berikut hasil wawancara pegawai 
bidang pelayanan Jamkesda ibu Suryani: 
“ Disini pelayanan yang gratis diterapkan sesuai dengan aturan atau perda 
yang sudah ada, diluar daftar yang telah ditentukan akan ditanggung 
sendiri oleh si pasiennya” 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 mei 2015) 
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Hal senada juga diutarakan oleh peserta Jamkesda ibu Wahida yang 
pernah melahirkan di RSUD Sayang Rakyat, berikut petikan hasil 
wawancaranya: 
“Waktu melahirkan disini saya tidak membayar sepeserpun, saya kasih 
keluar uang cuma untuk beli kantong darah yang memang tidak disediakan 
dirumah sakit ini” 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 mei 2015) 
Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat tidak ada keluhan masyarakat 
atas aturan yang tidak sesuai ataupun keterlambatan jadwal pasien. Dan peneliti 
dapat menilai bahwa ketetapan layanan di RSUD Sayang Rakyat baik dari segi 
waktu hingga aturannya telah dilaksanakan dengan tepat.  
6. Akuntabilitas 
 Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer 
dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan 
kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. 
Pertanyaan- pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah 
kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak- hak 
kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau 
merupakan bentuk penyimpangan.  
Di RSUD Sayang Rakyat sendiri peneliti melihat tidak ada pengurangan 
hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan mereka, baik itu pasien 
rawat inap maupun rawat jalan. Penilaian penulis berdasarkan hasil wawancara 
dengan pasien rawat jalan bernama  ibu Sulfitriani, peserta Jamkesa, yang 




“Saya sudah biasa berobat disini dan merasa hak saya sebagai pasien 
terpenuhi, biar itu dibilang peserta jamkesda, gratis tapi pelayanannya dan 
dokternya baik- baik semua” 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 mei 2013) 
Sikap para petugas di rumah sakit tersebut juga dipertegas dengan yang 
apa dikatakan pasien rawat inap bernama daeng Tepu yang sudah dirawat 
selama 6 hari, beliau yang diwakili oleh istrinya mengatakan bahwa: 
“Pelayanan dirumah sakit ini betul- betul sayang sama rakyatnya, waktu 
bapaknya baru tiba disini dan dilihat kondisinya memang parah langsung 
perawat sama dokternya bekerja untuk menolong bapak” 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 mei 2014) 
Kepala bagian program RSUD Sayang Rakyat pun meyakinkan hak 
pasien untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat lebih diutamakan, 
ibu Sitti mengatakan bahwa: 
“Disini kami memberi pelayanan sesuai dengan kondisi si pasien, jika ada 
pasien kondisinya gawat darurat atau harus dilayanani secepatnya kami 
langsung bertindak secepatnya pula tidak perlu harus menunggu dulu 
kelengkapan berkas administrasinya” 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 mei 2015) 
Jadi peneliti menilai bahwa indikator akuntabilitas di RSUD Sayang 
Rakyat Makassar telah terealisasikan dengan baik. Baik itu dari segi hak pasien 
yang merasa terpenuhi serta sikap petugas rumah sakit yang tidak menunjukkan 
adanya penyimpangan dalam melayani pasien. 
7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan 
 Indiaktor ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran 
kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai 
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dengan kebutuhan mereka atau tidak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
program kesehatan gratis yang terdapat di RSUD Sayang Rakyat sudah tepat 
adanya dan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat terutama 
yang tinggal disekitar rumah RSUD Sayang Rakyat merasa terbantu dengan 
keberadaan rumah sakit yang memberikan fasilitas serta pengobatan murah 
bahkan gratis dengan tenaga medis yang profesional. Hal ini diungkapkan oleh 
salah satu pasien rawat jalan Bapak Anas yang berobat THT, Beliau 
mengatakan: 
“ Saya suka berobat disini karena mulai dari kontrol sampai tebus obat 
tidak dipungut biaya yah sesuailah dengan apa yang saya butuhkan, 
apalagi disni dokter- dokternya sudah spesialis” 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 mei 2015) 
V.2 Pembahasan 
Agar menjaga konsistensi peneliti dan terwujudnya tujuan dari penelitian ini,  
setelah menilai tujuh dimensi pelayanan kesehatan grtais yang ada di RSUD 
Sayang Rakyat, selanjutnya peneliti menghubungkan ketujuh dimensi tersebut 
dengan tujuan program kesehatan gratis. Dengan begitu peneliti dapat menilai 
apa- apa saja tujuan program yang telah tercapai dan belum tercapai. Semakin 
banyak tujuan program yang tercapai maka semakin tinggi tingkat keberhasilan 
atau kinerja program kesehatan gratis yang ada di RSUD Sayang Rakyat. Berikut 
penjelasan kelima tujuan program kesehatan gratis: 
1. Membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan 
pelayanan kesehatan. 
Karena jamkesda merupakan bentuk program kesehatan gratis yang 
ada di RSUD Sayang Rakyat dari perawatan hingga obat yang ditanggung 
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pemerintah (gratis), maka sudah seharusnya program tersebut meringankan 
beban masyarakat dari segi pembiayaannya. Terutama bagi masyarakat yang 
terbebani secara finansial akan pengobatan yang semakin mahal.  
Ketetapan layanan dan kesesuaian program dengan kebutuhan 
masyarakat merupakan dua dimensi yang dapat dihubungkan dengan tujuan 
pertama program tersebut. Dan dari hasil penelitian menunjukkan kedua 
dimensi tersebut dinilai sudah baik. Untuk ketetapan layanan dengan indikator 
aturannya telah tepat karena tidak ada keluhan dari masyarakat atas 
penyimpangan pembiayaan pengobatan yang harus mereka tanggung. Dan 
untuk indikator kesesuaian juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan 
masyarakat saat ini yaitu pengobatan yang terjangkau. Jadi tujuan program 
kesehatan gratis yaitu membantu dan meringankan beban masyarakat dalam 
pembiayaan pelayanan kesehatan peneliti nilai telah tercapai. 
2. Meningkatnya cakupan masyarakat dalam mendapatakan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas serta jaringannya di rumah sakit milik 
pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan. 
Cakupan masyarakat dapat dilihat dari dimensi cakupan kelompok 
sasaran yang ada di RSUD Sayang Rakyat Makassar. Hasil penelitian 
menunjukkan cakupan sasaran kelompok sudah cukup banyak dan untuk 









Grafik Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2012-2014
 
Sumber : Rekam Medik RSUD Sayang Rakyat, 2015 
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi peningkatan kunjungan rawat jalan 
yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan puncaknya pada tahun 
2014, begitu pula dengan jumlah rawat inap (lihat gambar 3). Jadi peneliti 
menilai dengan adanya peningkatan masyarakat untuk berobat di RSUD 
Sayang Rakyat maka tujuan program guna meningkatkan cakupan 
masyarakat dalam mendapatakan pelayanan kesehatan telah tercapai. 
Gambar V.3 
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Sumber : Rekam Medik RSUD Sayang Rakyat, 2014 
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3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi 
Selatan. 
Berdasarkan pergub No 13 Tahun 2008 pasal 5 tentang asas 
pelaksanaan Kesehatan Gratis dilaksanakan berdasarkan asas : 
a) Transparansi 
b) Akuntabilitas publik 
c) Team work 
d) Inovatif 
e) Cepat,cermat, dan akurat 
f) Pelayanan terstruktur dan berjenjang 
g) Kendali mutu dan kendali biaya 
Peneliti menggunakan dimensi frekuensi , kesesuaian, akuntabilitas, dan 
keteapan layanan di RSUD Sayang Rakyat untuk melihat apakah kualitas 
pelayanan kesehatan meningkat atau tidak. Dari hasil penelitian dimensi 
frekuensi dinilai cukup rendah, akuntabilitasnya baik, pelayanan yang dilakukan 
sudah sesuai dengan aturan serta program yang sudah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Dengan begitu peneliti menilai bahwa tujuan program 
program ketiga ini sudah tercapai. 
4. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
Sulawesi Selatan. 
Untuk melihat pemerataan pelayanan kesehatan, peneliti 
menghubungkannya dengan dimensi akses dan bias. Karena semakin mudah 
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan gratis maka semakin banyak 
masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan tersebut dan dengan begitu 
pemerataan pelayanan akan semakin meningkat pula. Sama hal nya dengan 
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dimensi bias, jika tidak ada terjadi penyimpangan diluar target grup maka akan 
berpengaruh pada merata atau tidaknya pelayanan tersebut. Dan dari hasil 
penelitian di RSUD Sayang Rakyat menunjukkan tidak terjadi pembiasan atau 
penyimpangan pasien diluar target grup, namun sayangnya untuk dimensi akses 
tidak berjalan dengan maksimal. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
tujuan program peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
belum tercapai. 
5. Terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan 
pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan. 
Pada tujuan terakhir ini peneliti tidak menggunakan dimensi kinerja untuk 
menilai apakah tujuan tercapai atau tidak. Peneliti melihat dari segi komponen 
program kesehatan gratis yang ada di RSUD Sayang Rakyat Makassar. Bentuk 
program tersebut berupa jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dengan pola 
pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah melalui APBD dan APBN (Pergub 
no 13 tahun 2008). Masyarakat yang merupakan anggota jamkesda memiliki 
kartu anggota yang diperoleh dari petugas pelayanan ketika hendak berobat 
dirumah sakit tersebut dan dengan adanya kartu anggota maka jaminan 
pemeliharaan kesehatan masyarakat akan terpola dan terjaga. Berikut gambar 










Kartu identitas pasien 
 
Hasil dokumntasi pada tanggal 13 mei 2015 
Jadi peneliti dapat menilai tujuan program untuk menyelenggarakan 
pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pola jaminan 
pemeliharaan kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan telah tercapai dengan 
baik. 
Agar mudah dipahami dan lebih jelas penulis menyimpulkannya dalam 
tabel dibawah ini: 
Tabel V.3 





NO Dimensi Indikator Keterangan 
1 Akses 
Lokasi Sulit 
Komunikasi Belum baik 
Transaksi Belum tersedia 
Akses sama Sama 




4 Bias Penyimpangan Tidak ada 




Hak Pasien Terpenuhi 
Sikap parambedis Baik 
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Berdasarkan uraian hasil peneliti di lapangan, peneliti dapat menarik 
kesimpulan sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang 
diajukan ialah kinerja program kesehatan gratis di RSUD Sayang Rakyat 
Makassar dinilai sudah baik. Dikatakan telah baik karena dari tujuh dimensi 
kinerja program hanya dimensi akses saja yang dinilai belum optimal, sedangkan 
enam dimensi lainnya yaitu cakupan, frekuensi, bias, ketetapan layanan, 
akuntabilitas, dan kesesuain dinilai sudah baik.  
Dan dari hasil penilaian terhadap indikator kinerja program kesehatan 
gratis di RSUD Sayang Rakyat Makassar tersebut, maka penulis 
menghubungkannya dengan tujuan program kesehatan gratis berdasarkan 
Pergub no.13 tahun 2008 (pasal 2 dan 3). Dan hasilnya ternyata hanya satu 
tujuan program yang belum tercapai yaitu belum meningkatnya pemerataan 
pelayanan kesehatan sedangkan tujuan yang lain sudah tercapai.  
VI.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran 
yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk lebih meningkatkan kinerja 
program kesehatan gratis di RSUD Sayang Rakyat, antara lain: 
1. Pihak RSUD Sayang Rakyat diharapkan lebih memperluas gerakan 
sosialisasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, sosialisasi 
disini bukan hanya sebatas mengunjungi sekolah- sekolah saja tapi juga 
memasang baliho atau poster dibeberapa tempat agar keberadaan 
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program kesehatan gratis dan rumah sakit tersebut diketahui secara 
meluas oleh masyarakat. 
2. Diharapkan kepada petugas RSUD Sayang Rakyat agar membuka ruang 
komunikasi yang lebih santai dan ringan dengan masyarakat ataupun 
pasien agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau keluhan 
mereka tentang pelayanan tanpa merasa takut atau segan. 
3. Diharapkan kepada pihak RSUD Sayang Rakyat agar lebih memfokuskan 
dan mempercepat akses menuju rumah sakit tersebut, minimal tersedia 
transportasi umum sehingga masyarakat tidak kebingungan. 
4. Diharapkan kepada warga masyarakat untuk mengikuti program 
kesehatan gratis dengan baik dan jika ada keluhan mengenai program 
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 5  2007 - 2010  SMA Negeri 1 Makassar 
 6 2010 - 2011 
 Fakultas Teknik Industri, Jurusan  Teknik Kimia,   




Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin 
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Pengalaman Organisasi :  
1. Penari Sanggar Tari Kantor Gubernur Palangka Raya 2001 – 2003 
2. Anggota Drumband MTsN Model 1 Palangka Raya  2004 -2005 
3. Penari Remaja Islam MTsN Model 1 Palangka Raya 2004 – 2006 
4. Anggota PMR SMAN 1 Makassar 2007-2008 
5. Anggota Karya Ilmiah Remaja Smansa Makassar  2008 
6. Sekertaris Karya Ilmiah Remaja Smansa Makassar 2008- 2009 
7. Anggota Himpunan Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia 2010 – 
2011 
8. Anggota UKKPM Pers Universitas Muslim Indonesia 2010 – 2011 
9. Anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu  Administrasi FISIP UNHAS 2011 
10. Anggota UKM Pers Mahasiswa Universitas Hasanuddin 2012 
11. Anggota Mahasiswa Muslim Sospol FISIP UNHAS 2013 
12. Anggota Forum Lingkar Pena Ranting Universitas Hasanuddin 2013 
13. Pengurus Divisi Dana dan Usaha Forum Lingkar Pena Ranting UNHAS 
2013- 2014 
14. Reporter Tim Redaksi Majalah edisi-1 HUMANIS FISIP UNHAS 2012- 
2013  
15. Pimpinan Redaksi Majalah edisi-2 HUMANIS FISIP UNHAS 2012- 2013 
16. Anggota Student Employee UNHAS SK Rektor Tahun 2012- 2013  
17. Pengurus Divisi Hubungan Luar dan Advokasi HUMANIS FISIP UNHAS 
2013- 2014 
18. Pendamping Tim Redaksi Majalah edisi-3 HUMANIS FISIP UNHAS 
2013- 2014 
19. Anggota Student Employee UNHAS SK Rektor Tahun 2013- 2014  
20. Pendamping Tim Redaksi Majalah edisi-4 HUMANIS FISIP UNHAS 
2013- 2014 






Pengalaman Lainnya:               
1. Bekerja di Carrefour bagian cashier Tahun 2012. 
2. Bekerja di Gedung Rektorat  UNHAS bagian receptionist Tahun 2013- 
sekarang. 
3. Karya Ilmiah : Beasiswa pendidikan, akses pendidikan tinggi bagi kaum 
miskin berprestasi (2012) dan Inpres No. 2 Tahun 2013 “Solusi Tanpa 
Bersolusi” (2013). 
4. Menjadi Tutor BCSS Mahasiswa Baru UNHAS Tahun 2013. 
5. Partisipan 15 besar XL Future Leader Makassar Tahun 2013. 
6. Pengalaman menjadi pembawa acara/ MC Formal  :  Seminar, Pelatihan, 
dan MoU 2013- sekarang.  
7. Peserta KKN Tematik kerjasama Universitas Gadjah Mada dengan 



























































SMF-SMF KOMITE-KOMITE S P I  
BAGIAN TATA USAHA 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 









MEDIK DAN NON MEDIK 
SEKSI LOGISTIK MEDIK 




SDM DAN DIKLAT 
SEKSI PEMELIHARAAN 




SEKSI PELAYANAN      
MEDIK 
SEKSI PELAYANAN 
KEPERAWATAN 
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